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KOMISI INFORMASI PUSAT 
REPUBLIK INDONESIA 



DASAR HUKUM 

Perki No. 1 Th 2017 

 
Tentang Pengklasifikasian Informasi 

 

               PERKI No. 5 Th 2016 

Tentang Metode & Teknik Evaluasi Keterbukaan 

 Informasi Badan Publik 

PERKI No. 1 Th 2010 

Tentang Standar Layanan Informasi  

Publik 

UU No. 14 Th 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik 

PP No. 61 Th 2010 

Tentang Pelaksanaan UU KIP 





10 HAL PENGECUALIAN INFORMASI 

Penegakan Hukum HAKI & Persaingan Usaha 

Kekayaan Alam Indo HANKAM Negara 

Ketahanan Eko Nas Kepentingan Hub LN 

Akta Otentik/Wasiat 

Memorandum 

Rahasia Pribadi 

Berdasarkan UU 

07 08 

09 10 





INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

Informasi Publik yang sifatnya rahasia dan 

tidak dapat diakses oleh publik sesuai 

dengan kriteria yang diatur  

dalam Pasal 17 UU KIP 



PRINSIP DASAR 
‘Cepat, tepat waktu, biaya 
ringan, dan cara sederhana’  

Semua Informasi bersifat terbuka 

selain yang dikecualikan 
‘Bersifat Ketat dan Terbatas’ 

(berdasarkan undang-undang, melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik) 

MALE 

Maximum Access Limited Exemption (MALE) 



TAHAPAN PENGUJIAN KONSEKUENSI 

1 2 3 4 5 

Membuat daftar 
informasi yg akan 

dikecualikan   

Menganalisis 
konsekuensi yg akan 

ditimbulkan 

Mengidentifikasi 
dasar hukum 
pengecualian 

Meminta pendapat 
ahli 

Membuat DIK, 
menyimpan & 
mengaburkan 

informasi jika ada 
permintaan  



KAPAN DAPAT DILAKUKAN PENGUJIAN 
KONSEKUENSI?? 

sebelum adanya 
permohonan 

informasi publik 

sebelum adanya 
permohonan 

informasi publik 

pada saat 
penyelesaian sengketa 

informasi publik  



DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN 





Penetapan DIK & Pengubahannya  



LEMBAR PENGUBAHAN DIK 





Annie Londa, SH, MH 

Telp/WA: 0819-3233 3312  

Email: 
annie_lohanda@yahoo.com 


